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SALINAN

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
I(ABUPATEN BLORA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

I{ABUPATEN BLORA

NOMOR 313 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAIT TETAP SUHARNO

SEBAGAI ANCTC'OTA PPK KECAMATAN JII(EN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 3 poin a

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O22 tentang

Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

337 lHK.O6.2-Kptl01/KPU lVlll 2O2O tentang Pedoman Teknis

Penanganan Pelangga,ra! Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji,

dan /atau Pakta Integritas Anggota Palitia Pemilihan Kecamatan,

Pantia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara bahwa dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS

ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku,

sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, dalam hal dugaan

pelanggaran oleh PPK, PPS dan KPPS terbukti, KPU

Kabupaten / Kota menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian

tetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pemberhentian Tetap

Suharno Sebagai Anggota PPK Kecamatan Jiken dalam Pemilihan

Umum Tahun2024.

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihaa Umum, Komisi Pemilihal Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita

Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana

telah beberapa kali diubah teralhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 terrtang Perubahan

Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahtn 2022

Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Jendera'l Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Ta-hun 2O2O Nomor 1236},

sebagaimana tetah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peratura-n Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O22 tentang

Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5741;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2O22

tentang Pembentukan dan Tata Keq'a Badan Adhoc Penyelengga.ra

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan wakil Gubernur,

jdih.kpu.go.id/jateng/blora



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6.

7.

8.

9.

:

:

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan

Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337 /HK.O6.2-

KptlOllKPU lVIll2O2O tentang Pedoman Teknis Penanganan

Pelanggaran Kode etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan /atau
Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Pantia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2O23

tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 476 Tahun 2O22 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor I
Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun

2024.

ilEMUTUSKAN:

PEMBERHENTIAIT TEf,AP SUHARI{O SEBAGN ANGGOTA PPI(

IITCA.UATAN JIXIII DAL/\U PEIf,ILIHAN UMUU TAHUI{ 2024
Menetapkan Memberhentikan Tetap SUHARNO dari Anggota PPK

Kecamatan Jiken dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejal tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora.

pada tanggal 10 Juni 2023.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA

Sa-linan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N BLORA
Hukum dal SDM

Ttd,
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